PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PERUBAHAN A

NOGMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang :  a.

Mengingat @ 1.

DENCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

schubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
¢ asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Dacrah, kcadaan yang menycbabkan pergescran
it organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,

vang menycbabkan  sisa Iebih tahun  anggaran
chumnnya  harus digunakan untuk pembiayaan dalam

wran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran

babiwa berdasarkan pertimbangan dimaksud hurul a, untuk
menjamin kepastian hukum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Kuningan Tahun

Ansgaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

Undang-Undang Nonior 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan
Djawa  Barat  (Berita  Negara Tahun  1950)
agaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
1068 tenlang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan nubupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Normor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-Dacrah
Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi  Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor

6

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
lan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
i Nomor 3262) schagaimana tclah diubah beberapa
hir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
ng Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pcerubahan Keempat
s Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
‘ntuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan  menjadi
Undang (Lembaran Ncgara Rcepublik  Indonesia
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
< Indonesia Nomor 4999).




10,

Hls

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Momor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-undang Momor 28 Tahun 1999 tentang
FPenyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nemor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembanpunan Nasional (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4844):

Undang-undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4438);

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomar 5049);
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Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabhup 3004 tertang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Berubaban Netiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 47
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan  Pemerintah Nemor 23 Takun 20057 omang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuvangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Momor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal
[Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2005 Nemer
150, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4583);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4387).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor © Tahun 2006 fentang
Pengelolaan Barang Milik Megara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 MNomor 20, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4609),
sebagaimana ftelah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara,/Daerah (Lembaran Negara Repullik indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan Kinerja Instansi  Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomar
40 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penvelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan RAKYAT Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  kepeds
Masvarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 MNomer 19, ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembgian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten,/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara republic
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan  Uang  Negara/Daecrah  (Lembaran  Negara
Republik [ndonesia tahun 2007 Nemor 83, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
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Peraturan  Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang
Pedoman Penvusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralkyat
daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 NQO. 22,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
3107),

Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2010 tentang tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Kenangan Gubernur scbagai Wakil Pemeerintah di wilayah
Provinsi [Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5107) schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur scbagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provingi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4209);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah |
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 3272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah schagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Momor 70 Tahun 2012 tentang perubashan kedua atas
Peraturan Presiden Nomeor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1|3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam  Megeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam WNegeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam AFPBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sesial vang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Momor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun
2005 tentang Pembentukan Peraturan Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomeor 58
Tahun 2007);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada
PT. Bank Jabar-Banten (Lembaran Daerah Kabupsien
Kuningan Tahun 2008 Nomor 69 seri E);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomaor 5 Tahun 2008
tentang Penvertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomeor 70 seri E);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 seri E).

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 seri E;

Peraturan Daecrah Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Kuningan Nomor 18 tentang Penvertaan Modal Daerah
Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2010 Nomor 127 Seri C)

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun
2010 wentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2010 Nomeor 129 Seri E).

Peraturan Dacrah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun
2010 tentang Penyertaan Meodal Daerah pada Perusahaan
Daecrah Aneka Usah Dharma Putra Kertaraharja Kabupaten
Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
2010 Nomor 130 Seri C)



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DAN
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSEAN :

FERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN
2012,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
Anggaran 2012 semula berjumlah  Rp.1.278.898.153.415,75 bertambah
Rp.215.120.884.679,25 menjadi Rp 1.494.019,038.095.00 terdiri dari :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.251.972.358.116,75
b. bertambah Rp. 199.136.709,286,25
Jumlah Pendapatan setelah Ferubahan REp. 1.451.109.067.403,00
2. Belanja Daerah
a, Semula Rp. 1.266_198,1533.415,75
b, berrambah Rp. Z15.120.684.679.25
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp .1.481.319.038.095,00
Defisit setelah perubahan Rp. [30.209.970.692,00)

3. Pembiavaan Daerah ;
a. Penerimaan
If Semuia Rp. 26.925.745.299.00
2) bertambah Rp. 15.984.175.393,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 42.909.970.692,00

b. Pengeluaran
1} Semula Rp  12.700.000.000,00
2} bertambah [({berkurang) Rp -
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 12.700.000.000,00

Jumlah Pembiayvaan Neta setelah perubahan Rp. 30.200.970.692.00

Sisa Lebih Pembiayvaan Anggaran setelah Perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Pendapatan Asli Dacrah
1) Semula Rp. 88.197.727.600,00
2t bertambah Rp. 4.695,345.057.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Ep. 02,893 .072.657.00



b.

Dana perimbangan

1) Semula Rp. 1.022.596.367.952,00
2) bertambah Rp 3.762.201.909,00
Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp. 1.026.358.569.861,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 141.178.262.564,75
2) bertambah Rp. 190.679.162.320,25
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Perubahan Rp. 331.857.424.885,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a.

(@]

Pajak daerah
1) Semula Rp. 20.546.000.000,00
2) bertambah Rp 3.440.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 23.986.000.000,00

. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 17.203.597.500,00
2) bertambah Rp. 1.422.908.810,00
Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan Rp. 18.626.506.310,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 3.245.654.050,00
2} berkurang Rp. (729.312.102,00)
Jumlah hasil Pengelolaan kekayaan daerah
Setelah Perubahan Rp. 2.516.341.948,00
. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp. 47.202.476.050,00
2) bertambah Rp. 561.748.349,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 47.764.224.399,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:

a.

Dana bagi hasil
1) Semula Rp. 61.807.473.952,00
2) bertambah Rp. 3.762.201.909,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 65.569.675.861,00

Dana alokasi umum
1) Semula Rp. 892.633.054.000,00
2) bertambah /(berkurang) Rp. -
Jumlah dana alokasi umum
setelah Perubaha Rp. 892.633.054.000,00

Dana alokasi khusus
1) Semula Rp. 68.155.840.000,00
2) bertambah /(berkurang) Rp. -
Jumlah dana alokasi khusus
setelah Perubahan Rp. 68.155.840.000.00



4] Lain-lamn pendapatan daerah yvang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Hibah sejumlah
1) Semula Rp.
2] bertambah / (berlurang) Rp. -
Jumiah pendapatan hibah
getelah Perubahan Rp. -

b. Dana Darurat sejumlah
1} Semula Rp. -
2} bertambah / (berkurang) Rp. - .
Jumlah dana darurat setelah Perybaban Rp, -

¢. Dana Bagi Hasil Pajak scjumlah

1) Semula Rp. 34.715.674.484 75
2) bertambah Ep. 7.226,310.540,25
Jumlah dana bagi hasil pajak
setelah Perubahan Rp. 41.941.985.025,00
d. Dana Penvesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
{| Semufa Rp. 106.462.588.080,00
2} bertambah Rp. 41.143.337.920,00
Jumilah dana penvesuaian dan otonom: khusus
setelah Perubahan Rp. 147.605,926.000.00

& Bantuan keuangan dari provinsi atau dan pemerintah
Daerah lainnya scjumlah
1} Semula Rp.-
2| bertambah Rp. 142.309.513.860,00
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi
atau dari Pemerintah daerah lainnya
setelah Perubahan Fp. 142 300.513.860,00

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdir dari :
a. Belamja Tidak Langsung

11 Semula Rp. 936.495.966,256,75
2] bertambah Rp. 37.940.778.174,25
Jumlah belanja tidak langsung
setelah Perubahan Ep. 974.436.744.431.00
b. Belanja Langsung
1} Semula Rp. 329.T02.187.159,00
2) bertambah Rp 177.180.160.505,00
Jumlah belanja langsung
setelah Perubahan Rp. 505.882.293.664,00

(2] Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf a terdiri
dari jenis belanja;
a. Belanja pegawal sejumlah
1] Semula Rp. 872.777.308.522.00
2) bertambah Rp. 36.266.949.760,00
Jumlah helanja pegawai
setelah Perubahan Rp. 209.044 258 28200



b. Belanja bunga scjumlah
1) Semula Rp. -
2) bertambah /(berkurang) Rp. -
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. -

c. Belanja subsidi scjumlah
1) Semula Rp. -
2) bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. -
d. Belanja hibah scjumlah
1) Semula Rp. 9.527.500.000,00

2) bertambah Rp. 4.291.000.000,00
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 13.818.500.000,00

c. Belanja bantuan sosial sejumlah

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) bertambah Rp. 300.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial
sctelah Perubahan Rp. 1.300.000.000,00

f. Belanja bagi hasil scjumlah
1) Semula Rp. 1.700.000.000,00
2) bertambah Rp. -
Jumlah belanja bagi hasil
setelah Perubahan Rp. 1.700.000.000,00

g. Belanja bantuan kcuangan kepada Desa sejumlah
Semula ' Rp. 39.277.950.000,00

2) bertambah Rp. 1.039.500.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan
Setelah Perubahan Rp. 40.317.450.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah
1) Semula Rp. 12.213.207.734.75
2) berkurang Rp. (8.956.671.585,75)
Jumlah belanja tidak terduga
setelah Perubahan Rp:  8:256.536.149,00

(3) Belanja Langsung schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:
a. Belanja pegawai scjumlah
1) Semula Rp. 64.228.124.036,00
2) bertambah Rp 5.228.553.984,00
Jumlah belanja pegawai scetelah Perubahan Rp. 69.456.678.020,00

b. Belanja barang dan jasa scjumlah

1) Semula Rp. 135.285.284.439,00
2) bertambah Rp. 36.057.998.660,00
Jumlah belanja barang dan jasa
sctelah Perubahan Rp. 171.343.283.099,00
¢. Belanja modal scjumlah
1) Semula Rp.130.188.778.684,00
2) bertambah Rp.1385.898.553.8611,00

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 266.082.332.545,00



Pasal ¢

{1} Pembiayaan Daerah sebagaimans dimaksud dalam pasal 1 terdin dari
a. Penerimaan
1} Semula Rp. 26.925.795.299,00
2) bertambah Rp. 15.984,175.393,00
Jumlah penerimaaan setelah Perubahan Rp.  42.909.970.692,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 12.700.000.000,00

2} bekurang Fp. -
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan  Rp.  12.700.000.000,00

(2} Pencrimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdini dari jenis
pembiayaan:
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 26.925 703,299 00
2] hertambah Rp. 15.984.175.393,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan Rp. 42.909.970.692,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah
1) Semula Rp.-
2) bertambah /i{berkurang} Rp.-
Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan Rp. -
¢. Hasil penjualan kekayaan daerah vang dipisahkan sejumlah
1} Semula Ep

2} bertambah/(berkurang) Rp: -
Jumlah hasil penjualan kekavaan daerah vang

dipisahkan setelah Perubahan Ep. -
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1] Semula Rp. -

2] bertambah/iberkurang) Rp. -
Jumtah penerimaan pinjaman daerah

sctelah Perubahan Ep. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
1} Semula Rp. -

2} bertambaly/(berkurang Rp. -
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah Perubahan Rp. -
f. Penerimaan piutang dacrah scjumlah
1] Semula Rp. -
2] bertambah Rp. -
Jumlah penerimaan piutang daerah
setelah Perubahan Rp. -
[3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
1) Semula Rp. 10.000.000.000,00
2} Berkurang Ep. -

Jumiah pembentukan dana cadangan
setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00



b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 2.700.000.000,00
2) bertambah Rpass
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah
Daerah setelah Perubahan Rp. 2.700.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
1) Semula Rp. -

2) bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pembayaran Pokok Utang
Setelah Perubahan Rp. -

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
1) Semula Rp. -
2) bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
Setelah Perubahan Rp. -

Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran

vang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
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Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian  Perubahan  APBD  menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4.  Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan,;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

|

Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah;



8. Lampiran VIII  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
vang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah,

Pasal &

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, lebih lanjut ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun Angparan 2012,

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inil dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah

. Diietapkan di Kuningan
pada tanggal 3y ORTOGER- ADIL

E_ EBUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA
Diundangkan di Kuningan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

-
_. Drs. H. YOSEP IAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580217 198503 1 003
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